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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada uraian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan 

dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemeriksaan 

setempat (Gerechtelijke Plaarsopneming) terhadap putusan hakim dalam 

upaya penegakan hukum pidana di Indonesia adalah digunakan dalam 

menambah keyakinan hakim, sehingga sanksi dalam putusan yang akan 

dijatuhkan dibuat secara tepat dan seadil-adilnya guna mengupayakan 

penegakan hukum pidana di Indonesia. Pelaksanaan pemeriksaan setempat 

dalam perkara pidana saat ini merupakan kewenangan hakim yang apabila 

dipandang serta dianggap perlu untuk dilaksanakannya pemeriksaan setempat. 

Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana digunakan untuk mengklarifikasi 

suatu alat bukti guna menemukan fakta-fakta hukum yang bertujuan dalam 

menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Keyakinan 

hakim tersebut berpengaruh terhadap putusan yang nantinya akan dijatuhkan 

terhadap terdakwa.  

Pemeriksaan setempat dalam perkara pidana merupakan bagian dari 

pembuktian yang digunakan untuk mencari kebenaran materiil maka dari itu 

pemeriksaan setempat berdampak terhadap putusan terutama pada keyakinan 

hakim. Putusan yang dibuat hakim haruslah mampu mencerminkan prinsip dan 

nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh penuntut 
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umum, korban, terdakwa, atau masyarakat luas sehingga putusan tersebut 

mampu menunjang upaya penegakan hukum pidana di Indonesia.  

F. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, pelaksanaan pemeriksaan setempat 

dalam praktik persidangan perkara pidana di Indonesia hanya didasarkan pada 

diskresi hakim dan tidak termuat dalam hukum acara pidana (KUHAP). 

Terdapat kekosongan mengenai penerapan pemeriksaan setempat dalam 

perkara pidana yang mengakibatkan tidak adanya unifikasi yang mengatur 

mengenai ruang lingkup dan tata cara pemeriksaan setempat dalam perkara 

pidana. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat 

dalam perkara pidana, salah satu diantaranya tidak adanya petunjuk 

pelaksanaan maupun petunjuk teknis sebagai pedoman tata cara dalam 

menjalankan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana. Perlu adanya 

pembaharuan peraturan dalam hukum acara pidana sehingga pelaksanaan 

pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara pidana dapat menciptakan 

kepastian hukum bagi para pencari keadilan.  

Saran yang diberikan dalam penulisan hukum ini yang menggunakan 

metode normatif adalah dapat berguna bagi pembuat undang-undang terhadap 

pembaharuan KUHAP sehingga diharapkannya pemeriksaan setempat 

diadakannya unifikasi hukum agar terdapat kejelasan mengenai pelaksanaan 

pemeriksaan setempat terhadap perkara pidana dalam pembaharuan hukum 

acara pidana yang akan datang. Penjelasan mengenai pemeriksaan setempat 
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sebaiknya dijelaskan secara rinci dan jelas dalam bagian pertimbangan hukum 

putusan, sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi 

para pencari keadilan. 
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